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Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Tanjungbalai Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang terdiri atas Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian
intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Tanjungbalai Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di
antaranya:

a. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum tertib
yang mengakibatkan basis data PBB-P2 belum menggambarkan kondisi objek pajak
dan subjek pajak yang senyatanya;

b. Realisasi pembayaran belanja pegawai tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan
kelebihan gaji dan tunjangan sebesar Rp138.378.794,00; dan

¢. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum memadai yang mengakibatkan risiko
terjadinya sengketa kepemilikan tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota
Tanjungbalai, antara lain agar:

a. Memerintahkan Kepala BPKPD untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan
pengelolaan PBB-P2 yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja
pegawai sebesar Rp138.378.794,00 dan menyetorkan ke kas daerah, dengan rincian
sebagai berikut:
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